V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat

dibuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidanaterhadap pelaku tindak
pidana  penganiayaan terhadap anak  (Studi  Perkara  Nomor
1727/Pid.B/2009/PN.TK) adalah dakwaan jaksa, tujuan pemidanaan, hal-ha
yang meringankan dan memberatkan, maelis hakim cenderung tidak
menjatuhkan pidana maksimum, harapan pelaku tidak mengulangi
perbuatannya, motif tindak pidana, sikap pelaku setelah melakukan tindak
pidana penganiayaan terhadap anak, akibat yang ditimbulkan, serta aplikasi
teori-teori yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim dalam memutus
perkara dalam sidang pengadilan yakni kepastian hukum, kemanfaatan dan
keadilan hukum, sehingga majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama
5 (lima) bulan pidana penjara dengan masa penahanan yang telah dijalani
dikurangi dengan pidana yang dijatuhkan. Hakim juga sepenuhnya
memperhatikan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
dan Pasal 182 Ayat (6) KUHAP.

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan

K ehakiman menjel askan bahwa:
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1) Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan
rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
2) Daam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib

memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Pasal 182 Ayat (6) KUHAP menjelaskan bahwa:

Pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil
pemufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-
sungguh tidak dapat dicapai, maka ketentuan sebagai berikut:

1) Putusan diambil dengan suaraterbanyak.

2) Jika ketentuan tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan, yang

dipilih pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

. Alasan hakim tidak menjatuhkan sanks pidana maksimum terhadap pelaku
tindak pidana penganiayaan terhadap anak (Studi Perkara Nomor
1727/Pid.B/2009/PN.TK) yakni bahwa dalam menjatuhkan putusan maka
hakim akan melihat manakah yang paling dominan, apakah ha-hal yang
memberatkan atau hal-hal yang meringankan. Jika hal-ha yang memberatkan
lebih dominan, maka pidana yang dijatunkan menjadi maksimum. Sebaliknya,
jika hal-hal yang meringankan lebih dominan, maka pidana yang dijatuhkan
hakim akan ringan. Hakim berpegang pada keyakinannya, dengan
pertimbangan jika pidana yang ringan akan lebih efektif, dimana pelaku benar-
benar insyaf dan tidak mengulangi perbuatannya, maka hakim dapat
menjatuhkan pidana yang ringan, tetapi jika dengan pidana yang berat akan

menyebabkan kerusakan yang lebih parah pada diri pelaku, maka hakim tidak
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perlu menjatuhkan pidana yang maksimum, karena tidak bermanfaat. Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang tidak menjatuhkan vonis dengan
ancaman maksimum sebagaimana pertimbangan putusan dalam hal-hal yang
meringankan serta berdasarkan teori pemidanaan yang menyatakan bahwa
pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan pembinaan bagi terdakwa

yang telah berbuat salah.

Adapun saran yang akan diberikan penulis berkaitan dengan analisis putusan
pengadilan dalam perkara tindak pidana penganiayaan terhadap anak (Studi
Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1727/Pid.B/2009/PN.TK)
sebagal berikut:

1. Hakim harus lebih memaksmakan lagi pidana yang dijatuhkan kepada
terdakwa, karena pidana ini sudah terlalu ringan. Perbuatan terdakwa
mengakibatkan kerugian psikis bagi korban. Keterangan para saks
menyatakan bahwa benar terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut dan
terdakwa mengakuinya. Sehingga hukuman yang pantas bagi pelaku, menurut

penulis adalah 1 tahun pidana penjara.

2. Hakim harus mempertimbangkan akibat perbuatan yang ditimbulkan oleh
terdakwa terhadap korban dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak
pidana penganiayaan terhadap anak. Jadi dalam mencapa tujuan keadilan
maka hakim tidak hanya mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan

memberatkan terdakwa, namun juga akibat dari perbuatan terdakwa.



